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Pasal 50 ayat 
tentang Kehutanan menyebutkan, bahwa â€œsetiap orang dilarang membakar
hutanâ€•. Pasal 78 ayat 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor
terjadinya tindak pidana pembakaran lahan, kendala penegakan hukum dalam
penanganan kasus pembakaran lahan dan upaya penanggulangan terhadap
tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.
Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan
perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara
mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor terjadinya tindak pidana
pembakaran lahan karena pembukaan lahan baru, faktor ekonomi, serta masih
lemahnya penegakan hukuman yang diterima oleh para pelaku pembakaran
lahan sehingga masih adanya pelaku yang melakukan pembakaran lahan.
Kendala penegakan hukum dalam penanganan kasus pembakaran lahan adalah
pihak kepolisian baru bisa mendatangi tempat kejadian perkara setelah api
benar-benar padam, minimnya saksi tindak pidana pembakaran lahan juga
menghambat kasus tersebut. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana
pembakaran lahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian memberikan
penyuluhan hukum kepada seluruh elemen masyarakat bahwa pembakaran
lahan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang dimana apabila ada orang
yang melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan pribadi tanpa
memikirkan akibat dari pembakaran lahan tersebut maka dapat dikenakan
sanksi kurangan pidana dan sanski denda.
Disarankan kepada pihak terkait baik dari pihak Kepolisian, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah serta instansi terkait lainnya untuk lebih
sering memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh elemen masyarakat
mengenai larangan pembakaran lahan serta sosialisasi mengenai manfaat
pembukaan lahan tanpa bakar serta meningkatkan keterlibatan  semua  pihak
mulai  dari  tahap perencanaan  sampai  dengan  tahap  operasional  dalam
pengendalian kebakaran.
